BAB V
PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan tentang peristiwa kekeliruan Kepala Desa dalam
menggunakan alokasi dana desa khususnya yang terjadi di Desa Mandalaguna,
berikut beberapa masalah hukum yang muncul akibat adanya kekeliruan dalam
menggunakan dana desa tersebut. Fokus penelitian yang pertama yaitu dengan
menganalisis bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam menggunakan alokasi
dana desa untuk pengadaan sarana dan prasarana desa menurut Undang-Undang
Tentang Desa beserta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Fokus penelitian yang kedua yaitu menganalisis apakah laporan
perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal
dapat diubah menjadi  perencanaan pembangunan baru, dan bagaimana
pertanggungjawaban keuangannya. Pertama, karena adanya keadaan yang
bersifat mendesak (Force Mejeure) yang mengharuskan pemakaian dana yang
sudah turun untuk memperbaiki jalan dan kemudian dialokasikan kembali oleh
Kepala Desa untuk memperbaiki bangunan kantor desa yang diakibatkan oleh
gempa bumi yang terjadi. Kedua, seharusnya Kepala Desa membuat Laporan
RKP baru bahwa dana yang sudah diperuntukkan untuk jalan di alokasikan
kembali untuk perbaikan bangunan kantor desa. Namun Kepala Desa
Mandalaguna tidak sempat membuat laporan RKP yang baru karena untuk
mengajukan laporan baru membutuhkan waktu yang cukup lama agar dana
tersebut bisa disetujui perubahannya untuk perencanaan pembangunan yang baru.
Sedangkan, bangunan kantor desa di Desa Mandalaguna sudah tidak layak dipakai

untuk pelayanan masyarakat desa.

Fokus penelitian yang ketiga yaitu menganalisis sanksi apakah yang dapat
diterapkan terhadap Kepala Desa yang telah keliru dalam menggunakan Alokasi
Daba Desa, dalam hal ini Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Tentang
Desa telah memberikan penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang akan diterima
oleh aparatur desa yang terbukti melanggar sanksi. Tujuannya adalah untuk

memberikan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat dan
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menginformasikan bahwa dalam pemberian sanksi bagi aparatur desa itu tidak

asal dan jauh dari ketentuan sanksi yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang

yang ada.

5.1 Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah pertama, penulis melakukan

penelusuran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang menjelaskan

tentang desa.

1.

5.2 Saran

Dalam kesimpulan dari rumusan masalah pertama, penulis melakukan
penelusuran hukum Dalam kesimpulan dari rumusan masalah pertama,
yaitu melakukan penelusuran hukum tentang apa saja tugas dan
wewenangan Kepala Desa.

Dalam kesimpulan dari rumusan masalah kedua, penulis melakukan
penelusuran hukum tentang bagaimana laporan perencanaan
pembangunan desa, dan apakah laporan perencanaan dapat diubah
dengan rencana pembangunan yang baru.

Dalam kesimpulan dari rumusan masalah ketiga, penulis melakukan
penulusuran hukum dan analisis terhadap sanksi yang tepat bagi

Kepala Desa yang keliru dalam menggunakan alokasi dana desa.

Berikut beberapa saran yang perlu disampaikan untuk menurunkan angka

tindak penyalahgunaan alokasi dana desa dengan melibatkan jabatan dan

kewenangan :

1. Untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan Alokasi Dana Desa

dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa yang sebagaimana telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan

Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan skripsi ini, serta

memberikan informasi terhadap pembaca terkait permasalahan yang ada.

2. Untuk memberikan informasi bahwa dana yang didapat dari alokasi dana

desa yang telah diperuntukkan sesuai dengan perencanaan yang terdapat

dalam laporan RKP awal. Dan juga memberikan pengetahuan dan
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kesadaran terhadap masyrakat bahwa alokasi dana desa yang telah

diperuntukan untuk sesuatu yang telah direncankan dapat diubah dengan

syarat sebagai berikut :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, Kkrisis
ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.

c. Untuk Kepala Desa yang keliru dalam menggunakan alokasi dana desa
dapat diberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 28, Pasal
29, dan Pasal 30.
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